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Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari delapan kabupaten

yang ada di Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinan Bupati | Putu Artha, SE., MM
dan Wakil Bupati | Made Kembang Hartawan, SE., MM berupaya sedemikian
rupa untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di segala bidang serta
percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk percepatan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud, berbagai program dan terobosan terlahir dari
ide Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana seperti; peningkatan kesehatan
masyarakat, pendidikan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Program
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menetapkan
beberapa Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, mengaktifkan kembali
PUSTU dengan layanan 24 Jam. Program dibidang pendidikan dengan
memberikan beasiswa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) per-Semester kepada
mahasiswa asal Kabupaten Jembrana dengan Indeks Prestasi (IP) terendah 3,3,
membuka komunitas Perguruan Tinggi Jurusan Pariwisata. Program
pengurangan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada
Pokmas, Bedah rumah, melakukan pengiriman tenaga kerja keluar negeri, serta
masih banyak program-program yang dilahirkan untuk membangun dan
mensejahterakan masyarkat Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan
Bupati saat ini.

Menghadapi tantangan perekonomian daerah yang masih fluktuatif,
angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya
sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Upaya menggerakkan seluruh
potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Jembrana, sesuai dengan
kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya
dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan
perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin

berat.
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A. Gambaran Umum

A.1 Organisasi
Untuk mendukung pelaksanaan semua program perencanaan

pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana,
susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana terdiri atas:
a. Sekretariat Daerabh;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat
d. Dinas Daerah berjumlah 10, terdiri dari :

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Dinas Kehutanan Perikanan dan Kelautan

Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Dinas Kesejahtraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dinas Kesehatan

© © N o o kM DdE

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan
Kebudayaan.
10. Dinas Pendapatan Daerah
f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
I. Badan, sejumlah 3, terdiri dari;
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal.

2. Badan Kepegawaian Daerah

0

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, [ {ggrrt';‘a“e‘* Spanish (International
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II. Kantor, sejumlah 5, terdiri dari;
1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.
2. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
4. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
.RSU
g. Satuan Polisi Pamong Praja.
g. 5 Kecamatan.
h. 10 Kelurahan.

38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut
melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah. Urusan-urusan dimaksud, dirinci dalam
tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati.

A.2 Geografis
Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan)
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung
barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi
8° 09'307- 8° 28'02” Lintang Selatan dan 114° 25’ 53” - 114° 56’ 38" Bujur
Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit
di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah
Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut
dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai
sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya 495,8
kilometer.
Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah:
a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten

Buleleng
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b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan
c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.
d. Sebelah Barat adalah Selat Bali,

| = {Formatted: English (U.S.)
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Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun
keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata,
penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten
Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di
sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota
Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan
selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB.
Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas
antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur
darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km?2

atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng.
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Tabel 1.71,

Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali

No._ |l Luas Wilayah | Km2 | %
1 |Jembrana 84180|)| 14,93
2 _|Buleleng 1.36588)|| 2423
3__ ||Karangasem oo 83954/|| 14,89
4 |Tabaman o 83933/ 14,89
5 _mangi oo 52081 9,24
6 |Badung o a18s2)|| 742
J__|Ganyar o 36800 6,53
8 _|Kungkung o 31500 5,59
9 _ ||KotaDenpasar | N 12778 2,27

ProyinsiBali oo 5.636,66| 100,00

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten- Jembrana 2013

Perbandingan luas masing-masing Kabupaten dalam Provinsi Bali dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.82

m Jembrana
m Karangasem
m Bangli
Gianyar
Kota Denpasar
5,59%2,27%
6,53%

—

14,89%

7,42%

9,24%

LUAS WILAYAH PROVINSIBALI

m Buleleng

m Tabanan

m Badung
Klungkung

14,93%

24,23%

14,89%

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2014
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Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat

baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti
perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan
yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo.
Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Luas Wilayah Per Kecamatan

s
s

0

Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah
kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan.

\
\
\

Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman
sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah.

\
\

Tabel 1.93

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana

~
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KepalaDaerah,-maka-diterbitkan-Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, maka
29 Tahun 2014 tentang Sistem

diterbitkan Peraturan Presiden Nomor
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti/pencabut Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai
tindak__lanjut dari Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tersebut, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut diatur bahwa Sistem
AKIP terdiri dari 2)
perencanaan-perjanjian kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) pengelolaan data

kinerja, 5) pelaporan kinerja-dan—revid, dan 6) reviu dan evaluasi Kinerja.

Laporan Akuntabilitas—Kinerfa—tnstansi—Pemerintah—(LAKIPLKJ [IP)Kinerja
Instansi Pemerintah (LK| IP)Pemerintah-Kabupaten Jembrana Tahun 2014

ini disusun untuk memenuhi komponen yang ke-5 (kelima) dari Sistem

6 komponen, yakni :1) perencanaan strategis,

AKIP, yaitu pelaporan kinerja.
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Pelaksanaan penyusunan LAKIRPLKJ [IP—LKj IP Pemerintah

Kabupaten Jembrana dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang melandasi pelaksanaan EAKHIRPLKJ [P, yaitu :

(1) Landasan Idiil, yaitu Pancasila,
(2) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945,
(3) Landasan Operasional :

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

¢. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 8
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i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817)

I. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

0. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pembentuka Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah
Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 15);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2013 Nomor 41), sebagaimna telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah KAbupaten
Jembrana Tahun 2014 Nomor 43);

g. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2012 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Jembrana Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2012 Nomor 265).

r. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2013 Nomor 480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 9
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Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun anggaran 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 549);

B. Aspek Strategis

Penyusunan LAKIPLKJ IP Pemerintah Kabupaten Jembrana periode
tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran Yyang telah ditetapkan. Pembuatan LAKIPLKJ IP ini
mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan
Perencanaan Taktis Strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana
keberhasilan pelaksanaan RPIMD selama satu tahun anggaran.

Sebagai langkah awal pembangunan yang tersusun dalam Rencana
Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, merupakan suatu proses dari
rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang
diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta
Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana
Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai

Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Comment [d3]: tambahkan penjelasan

* perumusan Visi Kabupaten Jerbrana mericermirkan apa yang ingin 45 s meesnamus J

dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi
perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan,
mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin
kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan
yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten
Jembrana sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 sebagai berikut :

Manusia yang dilandasi Semangat Kebexsamaan,
Hewirausahaan dan Femberdayaan Masyaratiat”.
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2. MISI

dalam mewujukan visi RPIJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016

ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut:

1.

5.

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan

pemberdayaan masyarakat.

. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial

dasar lainnya.

. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

—Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan

bernegara dan bermasyarakat.

Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap
unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya
sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing —
masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan
pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan

kepuasan pada masyarakat.
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Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah
peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan
serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti
pelaksanaan yang transparan/ terbuka.

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi peotensi basis
dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik
utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi
masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian,
perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus
meninggalkan sector-sektor yang lain.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah
dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa
masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga
masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus
sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial
dasar lainnya.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan
teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang
kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan
generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan,
sehingga mampu mengahadapi perubahan serta perkembangan kemajuan
zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan.
Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun
kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-

lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 12
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proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan
masyarakat.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah
terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan
adanya kepastian hukum. dengan demikian suasana kehidupan
masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga

kerukunan diharapkan dapat terwujud.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran.
Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari
dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan
misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat
dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan
dan sasaran.

Penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran serta strateqi

untuk mencapai tujuan dan sasaran secara rinci tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 13
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2016 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 14
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Penanggulangan penanggulangan-musibah Kebakaran.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-
2016 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait,
masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD.
Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak
Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam
melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah disebutkan bahwa strategi adalah langkah — langkah

berisikan program — program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 — 2016.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan vyang diambil

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 — 2016. Adapun

strategi dan arah kebijakan dari masing — masing prioritas pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 20
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diatasi _untuk menggapai _peluang dan meminimalisasi _hambatan. Untuk

mengefektifkan _sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana

visi/misi_daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang

mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari_perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan

kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan

kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan

yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan

terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara

terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat
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Meningkatnya

penguatan—kelembagaan

pengarusutamakan

: Kesetaraa

af—pemberdayanh Meningkatnya n—gender—dan

_ Pengarusutamaan——gender
perempuan——dan  perlindungan—perempuan . perlindungan

Meningkatnya

kesadaran———kelempek

Catur-Bina:
Meningkatk Meningkatnya Menderong——peran Peningkat

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 32




XQ@}E

=Y FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

| LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 33



"y

FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 34




XQ@}E

=Y FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 35




()]
=g FEMERINTAHE RABUPATEN JENBRANC
BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 36




XQ@}E

=Y FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 37




XQ@}E

=Y FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

. Tormid S .

| LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 38



XQ@}E

=Y FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 39




XQ@}E

=Y FEMERIN TUTE RABUTUTEN JENBRANC

BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ IP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 40




BAB | PENDAHULUAN

LAKIPLKJ [P KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 41



BAB | PENDAHULUAN

Mengoptimalkan
sumber—edaya—perencanaan
pembangunan-
_ Sekreta
hubungan—kerjasama—yang )
. Pemerintahan
harmonis—antara—DPRD
Administrasi
dalam——penyelenggaraan Mendorong—penjaring
pemerintahan—dan | dan aspirasi masyarakat.
pembangunan-daerah:
Fersalurkannya
. Kepegawaian
lembaga perwakilan rakyat.
dan-Persandian
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Meningkatnya Bidang Dinas
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. Penyehatan

lingkungan——perumahan |
yang-sehat '

Meningkatrya Dinas
ketersediann—dokumentata PY
Foang-

Meningkatnya
kualitas— pemanfaatan Melengkapi—regulasi
ruang- tata-ruang-

.
. ol
pemanfaatan-ruang-
Meninglkatryra—sumber

peneritban—pesarbangan dan—sumber | PY
bahan-galian-gelongan-C- ) ' dayamineral

Meningkatnya Pengurangan i Kantor
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Sat—Pol
————Daerah; | PP
Ferwujudnya Pemerintahan
masyarakat jembrana-yang Memelihara :
serfa—taat—dan——patuh  umum——serta——penegakan
terhadap—peraturan—dan | peraturan—dan—perundang-
pertndang-undangan—yang | uhdangan
berlaku- ;
Kepegawaian
dan-Persandian
Sat
i——Daerah; | PolPP
Ferwujudnya Pemerintahan
masyarakat-Jembrana-yang .
| L c mini .
.
.
Kebakaran:
Kepegawaian
dan-Persandian
Meningkatrya Peningkatan Satpol
Pepingkatan-kesiagaan-dan  Kesiagaan—dan—peneegahan +———Daerah; | PP
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dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi

kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok, mengingat
keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling
strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah
berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen

strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan
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sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan
yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria
lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah
dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah
faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit
yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam
mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator
kinerja. pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna

mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan sebagai

berikut ini;
|. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan per Urusan: <~ - — - Formatted: Indent: Left: 0cm,
Hanging: 0,63 cm
1. Pendidikan e ‘[Formatted: Indent: Left: 0,48 cm

a. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka
partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa
peningkatan Kkualitas sumber daya manusia harus dimulai dari
peningkatan kualitas pendidikan.

b. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab
sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru
yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala
pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga
memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa
mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam
pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat
sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat
terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah.
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2. Kesehatan - - ‘[Formatted: Indent: Left: 0,48 cm
Permasalahan Kesehatan : «- — — - Formatted: Indent: Left: 0,95 cm,
First line: 0 cm

Berdarah Dengue ( DBD ) adalah Rendahnya kesadaran masvarakat {Formatted Indent: Left: 1,09 cm,

Tab stops: Not at 1,27 cm

 JC o J

untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Solusi yang

dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan lintas

program dengan melibatkan peranan tenaga outdoor di posda yandu.

b. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS

antara lain :

- _Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan VCT <~ - - { Formatted: Indent: Left: 1,72 cm

‘[Formatted Font: Arial

- Belum adanya kesamaan persepsi stakeholders dalam_upaya

‘[Formatted. Font: Arial

J

penanganan HIV / AIDS.

-_Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah HIV / AIDS. - { Formatted: Font: Arial

- Adanya _stigma_dimasyarakat yang__dapat menghambat_ upaya ///{Formatted: Font: Arial

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

-_Kurangnya kesadaran_kelompok resiko tinggi untuk melakukan save _ - { Formatted: Font: Arial

sex dengan menggunakan kondom.

c. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara*"*{Formatted: Indent: Left: 0,93 cm,

Tab stops: Not at 1,27 cm

lain:

F tted: Font: Arial
berasal dari daerah endemis malaria ke Kabupaten Jembrana { ormatted: Font: Aria

masih _rendahnya pemahaman_dan peranserta_masyarakat dalam __ - { Formatted: Font: Arial

upaya pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk

penanganan malaria secara menyeluruh.

&-4d. ———Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan-. - - { Formatted: Font: Arial

F tted: Font: Arial
bekerja sama dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing { ormatted: Tont: Ana

{Formatted: Font: Arial

L

. . . \
dusun agar dapat menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit Formatted: Indent: Left: 0,95 cm,

. . . . . . . Hanging: 0,48 cm, No bullets or
malaria.M y K K F y numbering
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3 3. Pekerjaan Umum

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan«"{Formatted: Indent: Left: 1,11 cm,
First line: 0 cm

peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah :

-a. Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan.

-b. Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak
sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran.

-c.Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun.

-d. Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan.

-e. Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya

kwalitas hasil pekerjaan.

4. Perumahan <«- — — -| Formatted: Indent: Left: 0,48 cm,
- Hanging: 0,63 cm

Pemasalahan Perumaan:Kurangnya kesadaran masyarakat U“tUk*“\Tormmed; Indent: Left: 111 cm. }
First line: 0 cm

menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang
diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih

5. _Tata Ruang <+- — ~ 7] Formatted: Indent: Left: 0,48 cm,
- Hanging: 0,63 cm

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang*«xvormatted: Indent: Left: 111 cm. J

First line: 0 cm

adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih
memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada

fungsi ekonomi dari pada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.

e | = ‘[Formatted: English (U.S.) ]
6. _Perencanaan Pem bangunan <«- — — 7 Formatted: Indent: Left: 0,48 cm,
- Hanging: 0,63 cm

a—Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat<- - - (o matted: Justified, Indent: Left:
1,11 cm, Hanging: 0,63 cm

Desa/Kelurahan sampai _Musrenbang pembangunan Nasional serta

penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai

petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang

penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. __— { Formatted: Indonesian ]
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a. <- - — | Formatted: Justified, Indent: Left:
1,11 cm

2b.Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah _ tidak menqalami*\—xvormmed: Justified, Indent: Left:

. . . 1,11 ,H ing: 0,63
hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. om, Tenome all

N
{Formatted: Font: Arial, 12 pt

o

SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang

lengkap.  Monitoring  Evaluasi, Pengendalian _dan  Pelaporan

perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan

sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD.

- {Formatted: Font: Arial, 12 pt

7. Perhubungan | - ‘[Formatted: Font: Arial, 12 pt

--_ - 97" L

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan< - - { Formatted: Indent: Left: 1,11 cm

adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai
sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan.

b. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang
tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan
terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di
tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal.

c. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas.

d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan
bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan
angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan.

f. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan

8. _Ling ku ngan Hidup - ‘[Formatted: Indent: Left: 0,48 cm,
Hanging: 0,63 cm
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’ Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan-<- ﬂ{Formatted: Indent: Left: 1,11 cm,
First line: 0 cm

Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut :

a. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan

b. Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan

c. Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya
terpengaruh oleh faktor hujan

d. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana

e. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping

} 9._Pertanahan == ‘[Formatted: Indent: Left: 0,48 cm ]

Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan*ff*{Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, }
First line: 0 cm

pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah
meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan

kegiatan terkait masalah pertanahan.

10._Kependudukan dan CapiI - ‘[Formatted: Indent: Left: 0cm ]

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan<- **‘{Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, J
First line: 0 cm

kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi
pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base
kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk
pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa
berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi
dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan
dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya
menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk
membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK)
terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu
ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP
masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi
kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang
kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte
catatan sipil saat diperlukan.

‘ 11._Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <~~~ { Formatted: Indent: Left: 0 cm )
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14.

12.

13._

cm

Permasalahan yang dihadapi adalah : == ‘{Formatted: Indent: First line: 0,79

a. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana.

b. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum
optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan
Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi
Baru Labhir.

c. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling

KB dan Keluarga sejahtera <~~~ { Formatted: Indent: Left:

0cm

First line: 0 cm

Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan<- - - ‘{Formatted: Indent: Left:

0,79 cm,

tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih
rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed,
dan PUS Muda.

Sosial - - ‘[Formatted: Indent: Left:

0cm

First line: 0 cm

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan<--- ‘{Formatted: Indent: Left:

0,79 cm,

sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya
pendatang dari luar daerah dan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat
diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten
Jembrana, Dinas sosial Prov. Bali dan Kementrian Sosial RI memberikan
penyuluhan-penyuluhan, bimbingan sosial dan bantuan sosial bimbingan
sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka
(PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal

mungkin.

Ketenagakerjaan - ‘[Formatted: Indent: Left:

0cm

J

Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah«--- {Formatted: Indent: Left:

First line: 0 cm

0,79 cm,

-

masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order
pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan
oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri
sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada
bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan

dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan
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penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang - undangan
ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan
perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan
LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang
belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak
perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya (
Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti
dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan ketenagakerjaan.

15. Koperasi dan UKM <~~~ { Formatted: Indent: Left: 0 cm

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan*ff*{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

sebagai berikut :

Sektor Koperasi == ‘[Formatted: Indent: Left: 0,79 cm

a. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif
Belum optimal.

b. Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan
terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga
berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara
kualitatif.

c. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun
dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena
Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak
Bankable).

16. Penanaman Modal - ‘[Formatted: Indent: Left: 0cm

Peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana masih kecil, belum<- ”{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi

penanaman modal.

| 17. _Kebudayaan - ‘[Formatted: Indent: Left: 0 cm
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Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya<- ﬂ{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga
tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali.

__ { Formatted: English (U.s.)

18. _Pemuda dan Olah Raga - {Formatted: Indent: Left: 0cm

Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan<+--- ‘{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan

degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

19. Kesbanglinmas Poldagri <~~~ { Formatted: Indent: Left: 0 cm

Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang<«- ﬂ{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

sehingga banyak kita temukan isu — isu seperti terorisme, munculnya
kelompok-kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan
lain-lainnya.

20. Otonomi Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi«- **‘{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optiminya pengelolaan
keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya tenaga
penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan
masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping
melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah
Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara.

Formatted: Indent: Left: 0 cm,

21. Ketahanan Pangan o
Hanging: 0,79 cm

Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan<-- \{Formmed: Indent: Left: 0,79 cm.
First line: 0 cm

adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem
ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya
penyuluhan — penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan
dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif.

Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah+- - - { Formatted: indent: Left: 0,79 cm

kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong
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konsumsi pangan

| - = {Formatted: English (U.S.)

cm, Hanging: 0,79 cm

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa “—-- ‘{Formatted: Justified, Indent: Left: 0 }
Kegiatan  Penyelenggaraan  Pendidikan dan  Pelatihan  Teknis<«- ""{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm. }

First line: 0 cm

Permasalahannya antara lain :

1a. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan+- - - {Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
Hanging: 0,63 cm

kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan
usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal

2b. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan
rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk
yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya

saingnya kurang optimal.

23. Statisitik <- — - -| Formatted: Indent: Left: 0cm,
) Hanging: 0,79 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data««fi
First line: 0 cm

yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan
kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD
yang menangani.

24. Komunkasi dan Informasi

Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik*"*{Formatted: Indent: Left: 0,95 cm,
First line: 0 cm

karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan

era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala

masalah anatara lain:

a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom

b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta
masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan

c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai,
seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui
multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas

infokom
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d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam

pelaksanaan tugas di bidang informatika

e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk
mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner
pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan

f. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan

petugas yang menjaganya selama 24 jam.

25. Pepustakaan <«- - — | Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
- Hanging: 0,77 cm

—Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan*——\{Formaned: Indent: Left: 0,79 cm, }
First line: 0 cm

yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan  Umum

Kabupaten Jembrana adalah :

a. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam
pengelolaan Perpustakaan, sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan
teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan.

b. Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator
masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu
ditingkatkan  kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya
baca dan gemar membaca.

c. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana
termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang
menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan
Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor
tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

26. _Arsip - ‘[Formatted: Indent: Left: 0cm J

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah «--- {Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, }
First line: 0 cm

a. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan
b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan

c. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis.

| 27. Pertanian <«- -~ 7| Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
- Hanging: 0,77 cm
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’ Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah<- ﬂ{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,

First line: 0 cm

sebagai berikut:
’ Za.Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak
yang dalam keadaan rusak.
2b.Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.
3c. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian;
4d.Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi

pangan, sehingga gizi kurang berimbang.

5e. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). “ {Formatted: Indent: Hanging: 0,84

)

cm
6f. Masih rendahnya permodalan petani.

7g. Nilai jual hasil pertanian sangat tergantung posisi tawar penebas.

8h. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap penyakit ternak dan
kurang efektifnya petani ternak terhadap cara-cara pemeliharaan ternak

sesuai teknis.

28. Kehutanan <«- — — -| Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
- Hanging: 0,92 cm

|

Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum*——\vormaned: Indent: Left: 0,95 cm.

First line: 0 cm

|

adalah sebagai berikut :

| 1a. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan
volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa
pensiun.

‘ 2b. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat
mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan.

| 3c. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan
berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan.

| 4d. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang
memadai dalam rangka pengamanan hutan.

’ 5e. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan
hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan
lahan milik.

| 6f. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari

intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global
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29.

30._

31._

Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka
prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan
sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan

kegiatan khususnya Penanaman.

Energi - dan Ssumber Daya Mineral == ‘{Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, }

Hanging: 0,77 cm
Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan<+- ""{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm. }
First line: 0 cm

Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana antara lain :

-a. Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan
dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi
bahan tambang terutama galian golongan C.

-b. Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur
sungai, nhamun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum
seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat
membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari
segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai.

-C. Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C
sangat diperlukan sebagai bahan bangunan.

-d. Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang

mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi.

Pariwisata <+- -~ 7| Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
Hanging: 0,77 cm
Kurang dikenalnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi<- - - Tormaned: Indent: Left: 0,79 cm. J

First line: 0 cm

wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju
kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk
berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas
penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM
kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan sector pariwisata.

Kelautan dan Perikanan <+- — — 7 Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
Hanging: 0,77 cm

Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut: ~ { Formatted: Indent: First fine: 0.79 }

cm

a. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar .
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b. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan
oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini
disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif.

c. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam

operasional.

32._Perdagangan . {

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
Hanging: 0,77 cm

|

Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah*««fT

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

|

diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa

permasalahan antara lain :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan
TDP .

b. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan
perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu
menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak
bisa mencapai target.

c. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan
pengusaha industri dan perdagangan.

d. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah
memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain.

e. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan
perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan
usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat.

f. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.

g. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina
termasuk sarana transportasi roda 4.

h. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis

kemetrologian yang tersedia.

33. Perindustrian - ”{

Formatted: Indent: Left: 0 cm,
Hanging: 0,79 cm
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Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan*“f{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal

(Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain :

a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun
kuantitas.

=3

Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.

Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah :
Ketatnya tingkat persaingan pasar.
Dinamisnya selera konsumen.

a
b
c. Tingginya cost produksi.
d. Maraknya Black Market.
e

Kurang kondusifnya iklim usaha.

34. Transmigrasi <«- — — 7 Formatted: Indent: Left: 0,03 cm,
Hanging: 0,77 cm

|

Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun«xvormaﬁed: Indent: Left: 0.79 cm.
First line: 0 cm

|

2011 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya
dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl yang
kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.

ll. Permasalahan Pembangunan Daerah __— { Formatted: Font: Arial

Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua*"*{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,
First line: 0 cm

kelompok vaitu : 1) Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan

Prioritas  Dan Sasaran Pembangunan Daerah—, dan 2) Permasalahan

Jdentifikasi—Juklak__Juknis __permasalahan—Penyelenggaraan __Urusan __ - { Formatted: Font: Arial

o ‘[Formatted: Font: Arial

Pemerintah Daerah.

- - ‘[Formatted: Indent: Left: 0,79 cm

1. H-—Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan«”{Formatted: Indent: Left: 0,79 cm,

Hanging: 0,79 cm
Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan

Dari_hasil evaluasi pelaksanaan program Kkegiatan tahun 2010-2011,*~’>‘[Formatted: Indent: Left: 1,59 cm,
First line: 0 cm

prediksi capaian kinerja Tahun 2012 dapat disimpulkan permasalahan
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daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas«"{Formatted: Indent: Left: 1,9 cm, J
Hanging: 0,63 cm

program sangat terbatas.

b. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah

kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan).

22, Permasalahan _ Juklak __Juknis__ Penyelenggaraan__Urusan«__ - { Formatted: Font: Bold
\\?\\ ‘[Formatted: Font: Bold

Pemerintah Daerah

o

\\\\{ Formatted: Font: Bold
Jerlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas+ Formatted: Indent: Left: 0,79 cm.

N\ .
. . . Hanging: 0,79 cm, No bullets or
Perbantuan, Dana Dekonsentrasi_dan Dana Alokasi Khusus sehingga *\ num%eﬁng, Don't adjust space between

. . . . . . \\\\ Latin and Asian text, Don't adjust space
realisasi _kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut "\ | between Asian text and numbers
\

sangat rendah.24—PermasalahanPembangunan-Daerah [ Formatted: Font: Ara

{Formatted: Indent: Left: 1,59 cm

\~ ~ 71 Formatted: Font: Times New Roman,
10 pt

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm,
First line: 0 cm

\
\
N

Formatted: Font: Times New Roman,
10 pt

o A A J

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm,
No bullets or numbering, Don't adjust
space between Latin and Asian text,
Don't adjust space between Asian text
and numbers

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm,
Don't adjust space between Latin and
Asian text, Don't adjust space between
Asian text and numbers

Formatted: Font: Times New Roman,
10 pt

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm,
No bullets or numbering, Don't adjust
space between Latin and Asian text,
Don't adjust space between Asian text
and numbers

_ 7| Formatted: Line spacing: 1,5 lines,
~ Pattern: 10%
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Ruang—lingkup—pembahasan—dalam—Laperan—Kinerja—Instansi+ - - { Formatted: Line spacing: 15 lines |
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